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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab V skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab Penutup ini akan 

disimpulkan seluruh hasil analisis pelanggaran terhadap martabat manusia oleh 

tindakan TPPO menurut dokumen deklarasi Dignitas Infinita. Kemudian, akan 

diberikan saran kepada Gereja, pemerintah, masyarakat luas dan kaum perempuan dan 

anak. 

5.1 Kesimpulan 

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pelanggaran serius 

terhadap martabat manusia yang bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, 

teologis, moral, dan hak asasi manusia. Berdasarkan analisis dokumen deklarasi 

Dignitas Infinita, TPPO tidak hanya merampas kebebasan dan hak-hak dasar korban 

tetapi juga bertentangan dengan prinsip imago Dei yaitu sebuah keyakinan yang isinya 

adalah bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah dan memiliki nilai intrinsik yang 

tak tergantikan. Eksploitasi terhadap manusia dalam kasus-kasus TPPO mereduksi 

manusia menjadi objek alias komoditas, sehingga praktik ini jelas sangat bertentangan 

dengan hukum alam, norma moral universal, dan ajaran sosial Gereja Katolik yang 

menekankan keadilan dan perlindungan terhadap kaum rentan.   

Praktik ini mencerminkan kegagalan sistemik masyarakat global dalam 

menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, di mana korban sering kali berasal dari 

kelompok marginal yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan, dan ketiadaan 

perlindungan hukum. Dokumen deklarasi Dignitas Infinita secara tegas menolak segala 

bentuk instrumentalisasi manusia, menegaskan bahwa martabat manusia bersifat 

inheren dan tidak dapat dikompromikan demi kepentingan ekonomi atau kekuasaan. 

Dari perspektif teologis, TPPO bertentangan dengan misi Yesus Kristus yang 

membawa pembebasan dan pemulihan martabat manusia. Narasi Alkitabiah, 
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khususnya dalam Kejadian 1:26-27 dan Lukas 4:18-19, menegaskan bahwa manusia 

berhak atas kebebasan dan kehidupan yang bermartabat. Sementara itu, dokumen 

Dignitas Infinita dan ajaran Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti menyerukan 

perlawanan terhadap struktur dosa yang melanggengkan ketidakadilan, termasuk 

ketimpangan ekonomi dan budaya objektifikasi yang mendorong praktik TPPO.   

Pemikiran teologis seperti yang dikemukakan oleh Santo Thomas Aquinas dan 

Santo Agustinus juga menegaskan bahwa kebebasan adalah hak kodrati yang diberikan 

oleh Tuhan, sehingga perbudakan dan eksploitasi merupakan penyimpangan dari 

tatanan ilahi. Dengan demikian, Gereja memiliki peran profetis untuk tidak hanya 

memberikan pertolongan karitatif, tetapi juga mendorong perubahan struktural yang 

mengatasi akar masalah TPPO, seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan 

lemahnya penegakan hukum. 

Dalam kerangka hak asasi manusia, TPPO melanggar prinsip-prinsip 

fundamental yang dijamin dalam instrumen internasional seperti Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR) dan Palermo Protocol. Pelanggaran ini 

mencakup perampasan kebebasan, eksploitasi seksual, kerja paksa, serta perlakuan 

tidak manusiawi yang meninggalkan trauma fisik dan psikologis jangka panjang. Oleh 

karena itu, penanganan TPPO memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan 

penegakan hukum, perlindungan korban, pencegahan, dan transformasi struktural 

untuk mengatasi akar masalah seperti kemiskinan, migrasi tidak aman, dan 

ketidakadilan sistemik.   

Selain itu, pendekatan restorative justice harus menjadi prioritas untuk 

memulihkan hak-hak korban, termasuk akses terhadap rehabilitasi psikososial, 

reintegrasi sosial, dan kompensasi hukum. Inisiatif global seperti kerja sama 

antarnegara dan penguatan kerangka hukum internasional juga penting untuk memutus 

jaringan perdagangan orang yang bersifat transnasional. 

Secara moral, TPPO merupakan dosa struktural yang memerlukan respons 

kolektif berbasis prinsip subsidiaritas dan solidaritas. Gereja Katolik, melalui Dignitas 
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Infinita, menekankan tanggung jawab umat beriman untuk terlibat dalam advokasi 

kebijakan, pendidikan publik, dan pendampingan korban sebagai bentuk konkret dari 

iman yang berkeadilan. Dengan demikian, pemberantasan TPPO bukan sekadar 

kewajiban hukum, melainkan imperatif moral dan teologis untuk mewujudkan 

peradaban yang menghargai martabat setiap manusia sebagai citra Allah.   

Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa TPPO merupakan pelanggaran 

berat terhadap martabat manusia. Melalui dokumen Dignitas Infinita, Gereja dipanggil 

untuk memperjuangkan dan berpihak kepada mereka yang martabatnya direndahkan 

dengan cara diperdagangkan. Karena itu, perlawanan terhadap TPPO harus didasarkan 

pada paradigma integratif yang memadukan wawasan teologis, analisis kritis sosial, 

dan tindakan transformatif. Hanya melalui pendekatan multidisipliner dan kerja sama 

kemitraan (partnertship) global, martabat manusia dapat dipulihkan dan dilindungi dari 

segala bentuk eksploitasi yang merendahkan nilai kemanusiaan. 

5.2 Saran  

5.2.1 Untuk Gereja 

 Selama hidupnya, Yesus selalu menunjukan keberpihakan-Nya kepada mereka 

yang tertindas, lemah, miskin, dan terpinggirkan dari masyarakat. Keberpihakan Yesus 

ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama karena 

diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Misi ini kemudian diteruskan oleh para 

Rasul hingga saat ini oleh Gereja. Karena itu, Gereja dipanggil untuk berpihak pada 

orang-orang yang kecil, termasuk mereka yang menjadi korban tindak pidana 

perdagangan orang, agar martabat mereka tidak diinjak-injak atau direndahkan oleh 

pihak-pihak tertentu.  

Dengan mendalami dan mengimplikasikan pesan-pesan dalam dokumen 

Dignitas Infinita, Gereja dapat mendorong umat, khususnya orang-orang kecil, untuk 

melawan berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang. Gereja juga dapat 
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mengadvokasi para korban TPPO dengan mendesak pemerintah supaya menguatkan 

sistem hukum tentang pemberantasan TPPO. 

5.2.2 Untuk Pemerintah 

 Salah satu penyebab maraknya kasus perdagangan orang adalah lemahnya 

sistem hukum. Selain itu, banyak penyelenggara negara yang terkooptasi dengan 

perusahaan dan terlibat dalam kasus perdagangan orang. Dalam konstitusi negara 

Indonesia, pemerintah harus melindungi warganya. Karena itu, dalam hal ini 

pemerintah mesti kembali kepada perintah konstitusi dan bukan perintah perusahaan.  

Pemerintah seharusnya melindungi warganya dari kasus TPPO dengan 

menguatkan sistem hukum dan memberikan hukuman kepada para pelaku. Selain itu, 

dalam upaya mencegah kasus TPPO, pemerintah dapat memberikan sosialisasi agar 

masyarakat yang hendak pergi kerja di luar negeri mesti diurus semua dokumen di 

kantor imigrasi, sehingga mereka tidak menjadi pekerja ilegal. 

5.2.3 Untuk Masyarakat Luas 

 Dalam terang dokumen Dignitas Infinita, setiap manusia memiliki martabat 

yang melekat sejak diciptakan, tidak tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, atau 

biologisnya. Oleh karena itu, masyarakat luas diharapkan menumbuhkan kesadaran 

bahwa setiap manusia perlu memahami bahwa memperdagangkan manusia untuk 

tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pengambilan organ tubuh merupakan 

bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Kesadaran ini harus menjadi 

dasar dalam setiap tindakan sosial dan relasi antarmanusia. Oleh karena itu, masyarakat 

diimbau untuk menolak segala praktik yang mereduksi nilai manusia hanya sebatas 

fungsi ekonomis atau seksual. 
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5.2.4 Untuk Kaum Perempuan dan Anak 

 Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi 

korban TPPO karena kondisi sosial, ekonomi, dan kultural yang membatasi akses 

mereka terhadap pendidikan, informasi, serta perlindungan hukum. Dalam konteks ini, 

upaya preventif perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran kritis terhadap modus-

modus yang kerap digunakan pelaku, seperti janji pekerjaan, pendidikan, atau 

pernikahan yang menyesatkan. Penting bagi perempuan dan anak untuk berhati-hati 

terhadap tawaran yang tidak jelas legalitasnya. Selain itu, penguatan jaringan sosial 

dan keluarga menjadi elemen krusial dalam mencegah pelaku TPPO. Dengan 

memperkuat hubungan sosial dan keluarga, perempuan dan anak memiliki sistem 

dukungan yang dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda bahaya dan 

mengambil langkah pencegahan. Penggunaan teknologi dan media sosial juga harus 

dilakukan secara bijak dengan menjaga kerahasiaan data pribadi serta mewaspadai 

interaksi yang mencurigakan. Di samping itu, kaum perempuan dan anak perlu 

melakukan pendampingan psikologis dan penguatan spiritual untuk membentuk 

ketahanan mental ketika menghadapi tekanan, bujukan, maupun ancaman dari pelaku 

TPPO. 
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